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SIAPKAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) Rp114 JUTA, PEMKOT 
SEMARANG TAK INGIN WARGA KESULITAN AKSES AIR BERSIH 

 
Sumber Gambar:  

https://jateng.tribunnews.com/2023/10/26/siapkan-dana-btt-rp-114-juta-pemkot-semarang-tak-ingin-
warga-kesulitan-akses-air-bersih 

 
Isi Berita:  

HALO SEMARANG – Pemkot Semarang, di bawah kepemimpinan Wali Kota 

Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu berusaha menjamin masyarakatnya tak 

kesulitan mengakses air bersih di musim kemarau ini. Maka Pemkot Semarang telah 

menyiapkan anggaran bantuan tak terduga (BTT) untuk ketersediaan air bersih sebesar 

Rp 114 juta, yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang. Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di tengah musim kemarau 

di wilayah-wilayah rawan. Meski saat ini sudah beberapa kali turun hujan, namun Pemkot 

Semarang tetap menyediakan pasokan air bersih sebanyak 570 tangki dari dana BTT 

tersebut. 

“Sudah tersedia dana BTT sebesar Rp 114 juta, untuk pemberian air bersih di wilayah 

yang terdampak kekeringan. Bagi warga yang membutuhkan, melalui RT atau RW bisa 

mengajukan ke kami,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono, baru-baru ini. 

Untuk saat ini, setidaknya sebanyak 35 tangki air bersih atau 6,4 persen telah terdistribusi 

ke sembilan daerah yang terdampak kekeringan. 

Di antaranya, Kelurahan Wonoplumbon, Kelurahan Bringin, Kelurahan Gondoriyo, 

Kelurahan Gedawang, Kelurahan Jabungan, Kelurahan Meteseh, Kelurahan Rowosari, 

dan Kelurahan Cepoko. 
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Endro mengakui, penyaluran air bersih dari anggaran BTT hingga sampai sekarang belum 

terserap semuanya, karena bantuan dari corporate social responsibility (CSR) dari pihak 

swasta dan BUMN juga terus mengalir. 

“Untungnya, kalau berbicara di luar BTT masih ada CSR yang terus rutin bisa mem-back 

up kebutuhan air bersih yang ada di Kota Semarang. Ada PMI, Pertamina, PLN, Indonesia 

Power, Hino Dutro, Gesit,” katanya. 

Pihaknya menyatakan, apabila dana BTT masih tersisa akan diserahkan kembali ke 

pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Semarang. 

“Kami optimistis sampai akhir tahun, selama masih kekeringan masyarakat jangan 

khawatir penyediaan air bersih. Kami dari ketersediaan anggaran pun sudah siap,” 

katanya. 

Sementara Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick 

Bagus Yudhistira menjelaskan, total saat ini ada 17 wilayah di 10 kelurahan yang 

membutuhkan bantuan droping air bersih saat musim kemarau ini. Yakni di Kelurahan 

Kedungpane tiga titik, Kelurahan Bringin empat titik, Wonosari tiga titik, serta 

Gondoriyo, Jabungan, Rowosari, Cepoko, Gedawang, Wonoplumbon, dan Meteseh 

masing-masing satu titik. 

“Jumlah titik kekeringan saat ini bertambah, di Gondoriyo dan Wonosari, Ngaliyan dan 

Cepoko Gunungpati saat ini membutuhkan air bersih,” bebernya. 

Jumlah kebutuhan per titik pun berbeda tergantung kebutuhan dan jumlah warga yang 

terdampak. Paling banyak lanjut dia, ada di RT 02 RW 02 Kelurahan Kedungpane, 

Ngaliyan yang membutuhkan dua tangki air per hari. 

“Jumlah dropping berbeda-beda tergantung kebutuhan. Tapi saat ini sudah mulai ada 

hujan, mudah-mudahan wilayah terdampak kekeringan sudah berkurang,” jelasnya.(HS) 

 

Sumber Berita: 

1. https://halosemarang.id/siapkan-dana-btt-rp-114-juta-pemkot-semarang-tak-ingin-

warga-kesulitan-akses-air-bersih, “Siapkan Dana BTT Rp114 Juta, pemkot Semarang 

tak Ingin Warga Kesulitan Akses Air Bersih”, tanggal 26 Oktober 2023 

2. https://jateng.tribunnews.com/2023/10/26/siapkan-dana-btt-rp-114-juta-pemkot-

semarang-tak-ingin-warga-kesulitan-akses-air-bersih, “Siapkan Dana BTT Rp114 

Juta, pemkot Semarang tak Ingin Warga Kesulitan Akses Air Bersih”, tanggal 26 

Oktober 2023. 
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3. https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/723112543/siapkan-dana-btt-rp-114-

juta-pemkot-semarang-tak-ingin-warga-kesulitan-akses-air-bersih, “Siapkan Dana 

BTT Rp114 Juta, pemkot Semarang tak Ingin Warga Kesulitan Akses Air Bersih”, 

tanggal 26 Oktober 2023. 

 

Catatan: 

 Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Semarang telah 

menyiapkan anggaran bantuan tak terduga (BTT) untuk ketersediaan air bersih sebesar 

Rp 114 juta, yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang. Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di tengah musim 

kemarau di wilayah-wilayah rawan. Meski saat ini sudah beberapa kali turun hujan, 

namun Pemkot Semarang tetap menyediakan pasokan air bersih sebanyak 570 tangki 

dari dana BTT tersebut. Penyaluran air bersih dari anggaran BTT hingga sampai 

sekarang belum terserap semuanya, karena bantuan dari corporate social responsibility 

(CSR) dari pihak swasta dan BUMN juga terus mengalir. 

 Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah.1 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. 

belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer2 

  Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya.3 

  Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan 

dalam Belanja Tidak Terduga.4 Belanja tidak terduga digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya.5 Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik 

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.6  

 

 

                                                             
1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 55 ayat 1 
3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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 Keadaan darurat meliputi:7 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;  

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.  

 Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab 

sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas 

hingga pemangku kepentingan.  CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya 

dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan 

mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka 

timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.8 

  Berdasarkan peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana 

CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, 

biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan 

sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam UU 40/2007 pasal 

47 ayat 2. 9 

 Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program 

pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan 

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti 

pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. 10 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

  

                                                             
7 Ibid 
8 https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-

contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingg
a%20pemangku%20kepentingan. 

9 Ibid 
10 Ibid 


